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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 

tidak berlaku terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk 
keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah 
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk 
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser 
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf 
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah 

daerah setiap tahun terus meningkat, namun kualitas 

pengelolaan keuangannya tidak beranjak membaik. Ini terjadi, 

oleh sebab pengolahan data dan pelayanan berbasis teknologi 

informasi belum dikelola secara optimal, terjadi juga 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan peraturan, ketidakhematan, dan inefisiensi 

anggaran. Fokus utama buku ini, menyoroti perihal penerapan 

e-government, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas pelaporan 

keuangan, berperan transformatif  dalam mendorong kinerja 

keuangan. 

Berbekal spektrum teori institutional isomorfisme 

mimetik, normatif, dan koersif, lebih lanjut buku ini, membahas 

spesifik dampak positif  e-government dalam optimalisasi proses 

keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. 

Implementasi sistem elektronik, tidak hanya mempercepat alur 

kerja, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan dan 

meningkatkan akurasi data keuangan. Buku ini, bertujuan 

menggali pengaruh tingkat adopsi e-government dan kualitas 

pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah, dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.  

Buku ini membuktikan urgensinya fungsi e-government 

melalui kebijakan internal, pelatihan, dan evaluasi 

berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas, serta efisiensi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, bisa menjadi 

acuan bagi pengambil kebijakan strategis, reformasi 

administrasi, dan layanan publik berbasis elektronik. Buku ini 



 

merupakan panduan berharga bagi pemerintah daerah, 

akademisi, dan siapa saja yang berminat perihal isu-isu tata 

kelola keuangan publik dan reformasi birokrasi. 

 

 

Yogyakarta, Juni 2025 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pandemi Covid-19 berakibat pada pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Masalahnya adalah pemerintah daerah 

wajib menyesuaikan pemakaian anggaran dalam 

menanggulangi pandemi Covid-19 (Republik Indonesia, 2020b), 

sehingga banyak berlangsung penyesuaian dalam pemakaian 

anggaran yang berdampak pada kinerja keuangan pemerinntah 

daerah. Pemerintah daerah wajib meyakinkan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan 

transparan guna memastikan bahwa pemakaian anggaran 

dalam penanggulangan Covid-19 dilakukan secara efektif  serta 

efisien. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 

dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja tata 

kelola keuangan daerah (Mendagri, 2020). Pengukuran indek 

pengelolaan keuangan daerah (IPKD) dikelompokkan 

berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang meliputi, 

tinggi, sedang, dan rendah. Pengukuran IPKD meliputi, 

peringkat baik dengan nilai A, peringkat perlu perbaikan 

dengan nilai B, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan 

nilai C. Indeks pengelolaan keuangan daerah diukur melalui 

enam dimensi meliputi, kesesuaian dokumen perencanaan dan 

penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, 

transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan 

anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini badan pemeriksa 
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keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). 

Pengukuran IPKD pertama kali dilakukan tahun 2018 terhadap 

dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, 

pelaksanaan, penyerapan anggaran, laporan hasil pemeriksaan 

atas LKPD Tahun 2018.  

Data rata-rata IKPD pemerintah kabupaten, kota, dan 

provinsi dideskripsikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1. Nilai Rata-Rata IPKD Tahun 2019 s.d 2022 

 2019 2020 2021 2022 

Provinsi 49,75 54,68 58,79 64,65 

Kabupaten 46,89 49,41 53,18 63,85 

Kota 44,55 49,16 54,97 64,37 

Nasional 46,75 49,95 54,12 64,01 

Sumber: Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2023) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2019 sampai 

2022, rata-rata IPKD menunjukkan peningkatan, baik pada 

provinsi, kabupaten, kota, dan nasional. Apabila 

memperbandingkan pencapaian IPKD pada provinsi, 

kabupaten, dan kota dengan pencapaian nasional, maka rata-

rata nilai IPKD pemerintah provinsi lebih tinggi dari rata-rata 

nasional pada periode 2019-2022. Nilai rata-rata IPKD 

pemerintah kabupaten pada menunjukkan nilai yang lebih 

rendah dibandingkan rata-rata nasional pada tahun 2020 dan 

2021, dan pada tahun 2019 dan 2022 lain menunjukkan nilai 

yang lebih tinggi. Adapun pada pemerintah Kota, pada tahun 

2019 – 2020, nilai rata-rata IPKD lebih rendah dibanding 

dengan rata-rata nasional dan pada tahun 2021-2022 lebih 

tinggi. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi nilai IPKD 

terutama pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.  
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BAB II 
KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH, 
AKUNTABILITAS, ADOPSI E-
GOVERNMENT, DAN KUALITAS 
PELAPORAN KEUANGAN 

A. Memahami Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Kinerja merupakan nilai masa depan dari kriteria yang 

ditentukan, kinerja bukan semata-mata temuan dari suatu hasil, 

namun merupakan perbandingan antara hasil dan tujuan 

(Lebas, 1995). Kinerja terdiri dari: komponen, produk, 

konsekuensi, dampak, dan juga dapat terkait dengan ekonomi, 

efisiensi, efektifitas, efektivitas biaya atau ekuitas (Wholey, 

1996). Sedangkan menurut Rolstadås, (1998) kinerja 

merupakan hubungan kompleks yang melibatkan tujuh kriteria 

kinerja antara lain: efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, 

kualitas kerja, inovasi, dan profitabilitas. Sementara itu Ghalem 

et al., (2016) mendifinisikan kinerja sebagai pencapaian tujuan 

organisasi daripada individu, dengan sumberdaya minimum 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kinerja adalah hasil 

dari upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 

Kinerja mencakup evaluasi pencapaian hasil, efektivitas 

penggunaan sumber daya, kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan, dan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Harun et al., 

2021). 
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Kriteria kinerja keuangan dalam sektor publik mengarah 

pada ekonomis, efisiensi dan efektif  (Bessire, 1999; Otley, 2001; 

Elena-Iuliana dan Maria, 2016). Ekonomis berarti hemat 

cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien 

berarti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yakni 

penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, 

serta efektif  yang berarti berhasil guna yakni mencapai tujuan 

dan sasaran. 

Maurel et al., (2014) mengelompokkan model kinerja 

publik ke dalam dua kelompok; pertama model yang sebagian 

besar mengadopsi pendekatan ekonomi, terdapat tiga model 

teori pendukung pendekatan ekonomi terhadap kinerja, antara 

lain: model public choice theory, model NPM (Hood, 1991; 1995), 

dan model Pollitt dan Bouckaert, (2011). Kedua model dengan 

orientasi pemangku kepentingan dimana warga berpartisipasi 

secara langsung dalam proses penilaian dan pengukuran kinerja 

pemerintah. Ide ini didasarkan pada arus Total Quality 

Management (TQM), di mana pelanggan terlibat dalam 

menentukan keluaran dan hasil. Ini juga berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan modern, di mana 

orang diminta untuk berpartisipasi dalam kehidupan organisasi 

publik (Armstrong dan Armstrong, 1997;  Vigoda, 2002). 

Model Eropa didasarkan pada pendekatan kualitas (EIPA, 

2006), sementara metode lain mengadaptasi Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton, (1996).  

Sektor publik mengadaptasi model public choice theory 

dengan mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan masukan, 

keluaran, dan dampak. Tiga komponen model 3E digabungkan 

dalam model ini: ekonomi dimasukkan ke dalam input, efisiensi 

adalah rasio output terhadap input, dan efektivitas adalah 

hasilnya. Hasil diukur dengan indikator non-keuangan yang 

menunjukkan manfaat sosial dari tindakan, sedangkan keluaran 

menunjukkan kegiatan yang mungkin menghasilkan jenis hasil 

tertentu (Maurel et al., 2014).  
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Pendekatan berikutnya adalah model new public 

management (NPM) yang berusaha menggabungkan perspektif  

internal dengan perspektif  pelanggan, dan berupaya fokus pada 

proses dan output internal. Menurut Hood, (1995) NPM 

dianggap menghilangkan perbedaan antara organisasi swasta 

dan publik, terdapat 5 prinsip dalam kinerja organisasi pubik; 

Pertama manajemen berdasarkan hasil, mengubah fungsi 

pelayan publik dari administrator menjadi manajer yang 

bertanggung jawab atas hasil. Kedua mengukur dampak 

tindakan, yang memerlukan pemahaman sebelumnya tentang 

tujuan dan finalitas strategis otoritas lokal, pertimbangan 

kontribusi mitra, dan peningkatan pertukaran informasi antara 

mitra. Ketiga Mengejar kepuasan klien, tindakan Administrasi 

benar-benar terfokus pada kepuasan pengguna. Keempat tekad 

untuk menetapkan keuangan publik pada pijakan yang sehat, 

yang memerlukan analisis biaya dan, untuk reformasi tertentu, 

outsourcing atau privatisasi layanan tertentu. Kelima 

Peningkatan akurasi dan transparansi rekening publik. 

Pollitt dan Bouckaert, (2011) membuat model berikut 

untuk berbagai sistem manajemen kinerja publik. Di satu sisi, 

sistem manajemen berkonsentrasi pada dimensi internal kinerja 

dan dimensi eksternal. Ini berarti memikirkan masalah sosial 

ekonomi, menafsirkannya dalam kerangka kebutuhan, dan 

kemudian mengevaluasi hasil eksternal dari tindakan publik. Di 

sisi lain, sistem manajemen menggunakan lingkaran 

manajemen kinerja yang menghubungkan dimensi kinerja 

internal dan eksternal secara bersamaan. Akhirnya, kinerja 

internal dan eksternal dibagi menjadi beberapa objek kinerja. 

menghubungkan relevansi tujuan dengan kebutuhan, efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam proses produksi, efektivitas 

manajemen dibandingkan dengan tujuan dan utilitas publik 

secara keseluruhan, hasil akhir dibandingkan dengan kebutuhan 

yang diidentifikasi. 
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BAB III 
HETEROGENITAS DETERMINAN 
BAGI KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DAN 
ANALISIS BERAGAM VARIABLE 

A. Beragam Faktor Dominan Bagi Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan 

seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas 

kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel (Mendagri, 2020). Kriteria kinerja 

dalam sektor publik mengarah pada ekonomis, efisiensi, dan 

efektif  (Bessire, 1999; Otley, 2001; Elena-Iuliana dan Maria, 

2016). Ekonomis berarti hemat cermat dalam pengadaan dan 

alokasi sumber daya, efisien berarti berdaya guna dalam 

penggunaan sumber daya yakni penggunaannya diminimalkan 

dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif  yang berarti berhasil 

guna yakni mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut 

Maurel et al. (2014) kinerja sektor publik mengadopsi model 

public choice theory dalam mengevaluasi kinerja organisasi 

berdasrkan masukan, keluaran, dan dampak. ekonomi 

dimasukkan kedalam input, efisiensi adalah rasio output 

terhadap input, dan efektivitas adalah hasilnya. Sutopo et al., 

(2017) menguji kinerja pemerintah daerah berdasarkan input, 

proses, output, outcome, manfaat dan atau dampak, sementara 

Chen et al., (2019) menguji kinerja menggunakan efektif, 

efisien, dan akuntabilitas.  
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Teori institutional isomorfisme dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengukuran kinerja dan akuntabilitas di sektor 

publik telah dilakukan oleh Goddard et al., (2016), Brusca dan 

Montesinos, (2016), Ahyaruddin dan Akbar, (2018a), Sofyani et 

al., (2018), George et al., (2020), Hersberger et al., (2020), Rana 

dan Hoque, (2020), menjelaskan penrapan Tingkat adopsi E-

government telah dilakukan oleh Hwang dan Choi, (2017), 

Altayar, (2018), menjelaskan kualitas pelaporan keuangan telah 

dilakukan oleh Cohen et al., (2017), Mbelwa et al., (2019). 

Brusca dan Montesinos, (2016) membandingkan 17 

negara untuk mengetahui apakah ada konvergensi di antara 

mereka dan mempelajari masalah penting dalam pelaksanaan 

pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini 

membandingkan perkembangan normatif  di berbagai negara 

dengan menggunakan teori institusional. Hasil penelitian 

memenunjukkan bahwa tidak ada konvergensi dalam praktek 

atau hasil, dan bahwa faktor institutional mempengaruhi 

pelaksanaan pelaporan kinerja. Di banyak negara, pelaporan 

kinerja telah diperkenalkan oleh pemerintah pusat dan daerah 

sebagai mekanisme untuk mengontrol kegiatan pemerintah 

daerah dalam rangka meningkatkan kinerja. 

1. Faktor Penentu Kinerja Keuangan Berdasarkan 

Mekanisme Isomorfisme Mimetik 

Isomorfisme mimetik dapat dilihat sebagai reaksi 

ketidakpastian lingkungan (Tseng & Chou, 2011). Isomorfisme 

mimetik merupakan respon terhadap ketidakpastian organisasi 

dalam mengidentifikasi tindakan terbaik (Arifin et al., 2015). 

Teori kelembagaan menunjukkan pentingnya isomorfisme 

mimetik, dimana organisasi-organisasi meniru satu sama lain 

ketika mereka menavigasi keputusan dalam konteks 

ketidakpastian atas apa yang dianggap sebagai tindakan yang 

sah (Barnett et al., 2021). Tekanan mimetik juga terjadi ketika 
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sebuah teknologi belum dipahami dengan baik (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah dalam 

pemanfaatan teknologi informasi serta teknologi komunikasi 

guna pelayanan publik (Kementerian Sekretariat Negara, 2018). 

Kemajuan penerapan E-government di Indonesia tidak lepas dari 

tekanan pemerintah dan masyarakat (Sofyani et al., 2020). 

Masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

adopsi penerapan E-government di pemerintah daerah 

(Manoharan & Ingrams, 2018). Pemerintah Pusat melakukan 

evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam tingkat adopsi E-

Government dengan menggunakan domain kebijakan SPBE 

bobot 13%, tatakelola bobot 25 %, penerapan manajemen bobot 

16,5%, dan layanan SPBE bobot 45,5 % (Republik Indonesia, 

2020a). Nilai indeks SPBE di hitung berdasarkan penjumlahan 

dan penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan 

bobot domain. 

Isomorfisme mimetik terjadi ketika teknologi organisasi 

kurang dipahami (Perrow et al., 1977), dan ketika terdapat 

ketidakpastian lingkungan yang simbolik (DiMaggio & Powell, 

1983), sehingga organisasi cenderung menjadikan diri mereka 

sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan 

mendorong institusi untuk melakukan imitasi (Sofyani & 

Akbar, 2015). Implementasi E-government oleh pemerintah 

daerah merupakan bentuk legitimasi kualitas sumberdaya 

manusia dan fasilitas pelayanan berbasis tekhnologi yang dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Penerapan SPBE berangkat dari 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan E-

government, seperti terjadinya pemborosan belanja teknologi 

informasi komunikasi sebagai akibat setiap Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah membangun aplikasi 
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BAB IV 
E-GOVERNMENT DAN 
AKUNTABILITAS SEBAGAI DAYA 
DORONG BAGI KINERJA 
KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH 

A. Kontribusi E-Government, Kualitas Pelaporan, dan 

Akuntabilitas Bagi Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Buku ini dirumuskan berdasarkan teori institusional dan 

kajian riset terdahulu. Pendekatan isomorfisme teori 

institusional menjelaskan faktor-faktor yang menjadi motivasi 

bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi suatu kebijakan baru 

melalui tiga unsur, yaitu isomorfisme mimetik, isomorfisme 

normatif  dan isomorfisme koersif. Isomorfisme mimetik dalam 

buku ini direpresentasikan melalui variabel tingkat adopsi E-

government. Isomorfisme normatif  direpresentasikan melalui 

variable kualitas pelaporan keuangan. Isomorfisme koersif  

direpresentasikan melalui variabel akuntabilitas 

1. Tingkat Adopsi E-Government dan Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Teori institutional menjelaskan perihal organisasi 

berperilaku serupa, serta menjelaskan tentang organisasi 

menghadapi tekanan berbentuk isomorfisme mimetik dari 

lingkungan eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983). Dalam 
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teori institutional isomorfisme, organisasi bersaing bukan hanya 

untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk kekutan 

legitimasi kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Teori institutional 

isomorfisme berguna bagi organisasi dimana politik dan budaya 

administrasi seremonial dan formal tertanam dalam lingkungan 

organisasi di pemerintah daerah Indonesia (Sofyani et al., 

2018).  

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 

tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik 

berkinerja tinggi. Sumberdaya terbatas dan teknologi baru 

menjadi kendala dalam tingkat adopsi e-government. 

Isomorfisme mimetik terjadi ketika sebuah teknologi belum 

dipahami dengan baik (DiMaggio dan Powell, 1983). Proses 

meniru atau mencontoh terdapat dalam penerapan e-government 

di pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketidakpastian. 

Penerapan SPBE atau e-government di pemerintah daerah dinilai 

tingkat adopsinya dengan menggunakan indeks. Semakin tinggi 

nilai indeks SPBE suatu pemerintah daerah menunjukan 

kematangan penerapan e-government yang lebih baik, dan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan lebih efektif  dan efisien.  

Pemerintah daerah menerapkan e-government dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat 

(Sutopo et al., 2017). Implementasi e-government dapat berupa 

elektronik informasi, komunikasi, transaksi, dan integrasi 

layanan (Wirtz dan Daiser, 2018), dalam lingkup 

penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik yang 

secara efisien menghasilkan penghematan biaya, dan dapat 

mengembangkan jenis layanan baru dengan biaya yang sama 

(Davies, 2015). Sehingga implementasi e-government dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah 

(Orelli et al., 2011).  



 
 

  Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Penelitian Chen et al. (2019) menyatakan pentingnya 

dukungan manajemen, tujuan bersama, dan kepercayaan antar-

lembaga dalam penggunaan sistem e-government antar organisasi 

guna meningkatkan kinerja. Penerapan E-government yang 

dikembangkan pemerintah daerah di Indonesia bermanfaat 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dalam 

penelitian ini tingkat adopsi E-government diukur dengan 

proksi antara lain kebijakan, kelembagaan, insfrastuktur, 

aplikasi, dan perencanaan (Sutopo et al., 2017). Penelitian yang 

menghubungkan antara variabel E-government dan kinerja 

organisasi publik pernah dilakukan oleh Bhatnagar dan Singh 

(2010), Rana et al., (2013),  Aquaro et al., (2014), Davies, 

(2015), Sutopo et al., (2017), Chen et al., (2019), penerapan 

sistem E-government pada organisasi publik diduga dapat 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.  

2. Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Kualitas pelaporan keuangan merupakan aspek penting 

dalam pengambilan keputusan organisasi publik serta 

akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan yang lebih luas 

(Krambia-Kapardis et al., 2016). Kualitas pelaporan keuangan 

juga memberikan tekanan pada manajer untuk mengoperasikan 

organisasi publik dengan cara yang lebih efisien, dan tampaknya 

mempengaruhi kinerja organisasi publik (Tran et al., 2021). 

Manajer sektor publik menggunakan data akuntansi keuangan 

berkualitas tinggi untuk membantu membuat keputusan dan 

meningkatkan kinerja (Kroll, 2015; Kobayashi et al., 2016).  

Isomorfisme normatif  dihasilkan dari profesionalisasi 

lingkungan kelembagaan, yang mengacu pada serangkaian 

upaya kolektif  yang dilakukan oleh para anggota profesi untuk 

menentukan metode dan kondisi kerja serta meligitimasi 

kegiatan mereka (Depoers dan Jérôme, 2020). Laporan auditor 
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BAB V  
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Studi ini menguji pengaruh tingkat adopsi e-government 

dan kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel 

mediasi. Krisis keuangan global menyebabkan kebutuhan 

perbaikan kinerja entitas (Elena dan Maria, 2016), pemerintah 

pusat maupun masyarakat mengharapkan pemerintah daerah 

dapat meningkatkan informasi kinerja keuangan (Brusca dan 

Montesinos, 2016). Berdasarkan data Dirjen Keuangan Bina 

Keuangan daerah Kemendagri tahun 2022, realisasi pendapatan 

dan belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD 

tahun sebelumnya. Namun demikian berdasar hasil 

pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2022 terdapat temuan 

permasalahan berkaitan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidak-

efisienan, dan ketidakefektifan.  

Tekanan akuntabilitas diperlukan dalam penggunaan 

sumberdaya oleh pemerintah daerah (Ahrens dan Ferry, 2021a). 

Pemerintah daerah wajib memastikan jika pengadaan barang 

dan jasa dilakukan secara transparan serta akuntabel untuk 

memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara 

efisien serta efektif  dan memberikan manfaat yang lebih baik 

untuk masyarakat. Pelaporan kinerja digunakan oleh 

pemerintah pusat dan daerah sebagai mekanisme untuk 

mengontrol kegiatan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan kinerja.  
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Studi ini membuktikan tingkat adopsi e-government 

pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar pada kategori 

cukup baik, yaitu 167 pemerintah daerah (34,7%) di tahun 

2021, dan 229 pemerintah daerah (47,9%) di tahun 2022, yang 

berarti bahwa; Pertama, kebijakan internal Instansi Pusat/ 

Pemerintah daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata 

kelola dan manajemen e-government telah di legalisasi, tetapi 

pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga 

belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata 

kelola dan manajemen e-government. Kedua, proses tata kelola 

dan manajemen e-government Instansi Pemerintah Pusat/ 

pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi 

manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. 

Namun, setiap unit kerja/perangkat daerah melaksanakan 

proses tata kelola dan manjemen e-government tersebut 

berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen 

masing-masing, tanpa panduan/pedoman yang baku. Ketiga, 

sistem elektronik/sistem aplikasi intansi pusat/pemerintah 

daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif  

(dua arah) dimana pengguna e-government dapat melakukan 

interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem 

tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem 

aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau 

dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna e-

government.  

Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan proksi hasil 

audit BPK menunjukkan bahwa sebagian besar mendapatkan 

opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu 443 pemerintah 

daerah (92,7%), yang berarti bahwa sebagian besar pemerintah 

daerah di Indonesia menyajikan pelaporan keuangan secara 

wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum.  
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Studi ini membuktikan bahwa akuntabilitas pemerintah 

daerah di Indonesia Sebagian besar pada predikat B (baik), 

yaitu 275 pemerintah daerah (57,5%) pada tahun 2021, dan 286 

pemerintah daerah (59,8%) pada tahun 2022, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di 

Indonesia sudah terdapat gambaran bahwa akuntabilitas sudah 

baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. 

Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, 

serta komitmen dalam manajemen kinerja.  

Hasil uji pengandaian menunjukkan bahwa tingkat adopsi 

e-government berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Tekanan tingkat adopsi e-

government yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang lebih baik. Tekanan mimetik terjadi 

pada saat penerapan e-government, terjadi proses meniru dalam 

tahapan adopsi e-governmet seperti kebijakan e-government, proses 

tatakelola e-government, manajemen e-government, proses 

pengembangan perangkat lunak, dan kemampuan organisasi 

pada suatu layanan administrasi berbasis elektronik serta 

layanan publik berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja 

keuangannya. Tingkat adopsi e-government juga pengaruh positif  

dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. 

Penerapan e-government merupakan alat potensial untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan mencapai reformasi 

administrasi publik yang diinginkan (Bataineh dan Abu-Shanab, 

2016).  

Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas pelaporan 

keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyak 

hal, pertama BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah menggunakan metode sampel, 

dapat dimungkinkan sampel tidaksepenuhnya representif, 

sehingga tidak mencerminkan kondisi populasi secara akurat. 
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